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KATA  PENGANTAR 

 

Jalan-jalan ke Water Front City 

Jangan lupa membeli serabi 

Ucap syukur pada Ilahi 

Semoga dimudahkan menjalankan Renstra ini 

                                                                

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah1 SWT, atas rahmat dan kekuatan yang 

diberikan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024-2026.  

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi 

Pemerintah (SAKIP), maksud penyusunan Renstra adalah untuk memberikan tujuan, sasaran, 

strategi serta program prioritas bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program 

dan kegiatan OPD. 

Dengan selesainya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024, kami mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah memberikan berbagai masukan, baik berupa data, informasi maupun 

saran-saran yang dapat membantu keberhasilan penyusunan Rencana Strategis Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024-2026. dengan harapan 

di masa mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dapat 

meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur untuk menjawab tantangan masa depan. 

 

                                      Pontianak, Maret 2023 

 

Kepala Dinas Kependudukan dan  

Pencatatan Sipil Kota Pontianak 

 

 

 

ERMA SURYANI, S.Sos, M.Si 

Pembina Utama Muda 

                                                                             NIP 19671101 198803 2 004 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan 

serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala 

daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam 

rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan 

rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib 

menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara 

otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh penjabat (Pj) 

kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah 

Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan 

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan 

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat 

indikatif. 

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menjadi pedoman 

dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini 

menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja. 

Proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan 

rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas 

Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. 
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Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan penyusunan 

Renstra Tahun 2024-2026 adalah:  

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan 

Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, poin KESATU 

c. 

2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan 

hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. 

3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2022. 

4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain 

yang dianggap perlu. 

5. Peningkatan pelayanan kependudukan untuk mendukung pemilihan umum dan isu-isu 

strategis terkait kependudukan dan pencatatan sipil.  

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya 

dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024-

2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk tahun anggaran berikutnya. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah:  

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 

II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 

sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756). 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700). 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4275). 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475). 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573). 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757). 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354). 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178). 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322). 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323). 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447). 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781). 

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak 

Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak 

Nomor 73). 

18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak 

Nomor 117).  

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192). 
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20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak 

Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-

2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191). 

21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Pontianak Nomor 174).    

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak 

Tahun 2021 Nomor 134). 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024-

2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 

dan Daerah Otonom Baru. 

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renstra PD dengan 

dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar 

penyelenggaraan urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak 

berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi 

hasil capaian kinerja (outcome) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai 

dengan Tahun 2022, evaluasi keluaran (output) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu 

strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari 

pemangku kepentingan (stakeholders). 
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1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II  GAMBARAN PELAYANAN 

BAB III  PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

BAB IV  TUJUAN DAN SASARAN 

BAB V  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI  RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

BAB VII  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN 

 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan  Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 

134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian 

Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (Berita 

Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 134), Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Pontianak mempunyai tugas pokok yakni membantu Wali kota melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Pontianak mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil. 

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan. 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkenaan dengan 

tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak 

berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 134 Tahun 2021 terdiri dari: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris Dinas 

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan 

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

d. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

e. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan 

Data 

f. Analis Kebijakan Ahli Muda 

 

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 134 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak 

Tahun 2021 Nomor 134) sebagaimana gambar berikut: 
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  Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak 

 

 

2.2. Sumber Daya 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan bulan Desember 

2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak didukung oleh 50 pegawai 

dengan rincian pejabat struktural sebanyak 7 orang dan staf sebanyak 43 orang. Pejabat 

struktural terdiri dari Eselon IIb sebanyak 1 orang, Eselon IIIa sebanyak 1 orang, Eselon 

IIIb sebanyak 3 orang, Eselon IVa sebanyak 2 orang, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) 

terdiri dari Analis Kebijakan Ahli Muda sebanyak 6 orang dan Pranata Komputer Ahli 

Muda sebanyak 2 orang.  

Sedangkan menurut golongan, pegawai golongan I tidak ada, golongan II sebanyak 

10 orang, golongan III sebanyak 37 orang dan golongan IV sebanyak 5 orang. Dari segi 

pendidikan formal, Strata 2 sebanyak 5 orang, Strata 1 sebanyak 21 orang, Diploma 

sebanyak 9 orang, SLTA sebanyak 13 orang, dan SLTP sebanyak 2 orang. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.1.  
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Tabel II.1. 

Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak 

Menurut Pangkat, Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 

Per Desember 2022 

 

 
Sumber data: Sekretariat Disdukcapil Kota Pontianak, 2022 

 

Sedangkan ASN yang berjenis kelamin laki-laki ada 24 orang dan perempuan 

sejumlah 26 orang. Perempuan paling banyak pada golongan III/d dan Golongan III/b. 

Sedangkan paling tinggi berpangkat Penata Utama Muda dan berpangkat paling rendah 

adalah Pengatur Tk.I sebagaimana yang bisa dilihat pada tabel II.2 berikut ini: 

 

Data Tenaga Harian Lepas (Non-ASN) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Pontianak hingga Desember Tahun 2022 terdiri dari 18 orang laki-laki dan 10 

orang perempuan. Ada 16 orang yang berpendidikan S1 dan ada 9 orang pendidikan SMA 

serta 3 orang berpendidikan DIII. Total Non-ASN sebanyak 28 Orang dapat dilihat pada 

tabel II.3 berikut ini: 

 

Tabel II.2 

Jumlah Non-ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak 

Menurut Tinghkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 

Per Desember 2022 

 

 

                            Sumber data: Sekretariat Disdukcapil Kota Pontianak, 2022 

L P L P L P L P L P L P L P

1 Pembina Utama Muda IV/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

2 Pembina Tk.I IV/b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Pembina IV/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 4

4 Penata Tk.I III/d 0 0 0 0 1 0 0 0 6 5 0 1 7 6 13

5 Penata III/c 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0 0 4 4 8

6 Penata Muda Tk.I III/b 0 0 1 4 1 0 1 1 0 1 0 0 3 6 9

7 Penata Muda III/a 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 6

8 Pengatur Tk.I II/d 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 3 6

9 Pengatur II/c 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

10 Pengatur Muda Tk.I II/b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

11 Pengatur Muda II/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 7 6 2 0 3 4 9 12 1 4 24 26 50

Jumlah Jenis Kelamin
Total ASN

D III S1 S2

Jumlah Tingkat Pendidikan

No Pangkat Golongan
SMP SMA D II

Laki-Laki Perempuan

1 S2 - - 0

2 S1 9 7 16

3 D III 2 1 3

4 D II 0

5 SMA 7 2 9

6 SMP - - 0

7 SD - - 0

Jumlah 18 10 28

No Pendidikan
Jenis Kelamin

Jumlah
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Selain sumber daya manusia, terdapat aset yang dimiliki. Terdiri dari Aset Tetap 

dan Aset Lancar yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan Prasana 

tersebut cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan operasional Dinas Kependudukan 

daan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, meskipun masih ada aset operasional yang 

kondisinya tidak baik dan memerlukan pemeliharaan. Untuk penjabaran aset dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 
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Tabel II.3 

Rekapitulasi Barang Inventaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
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                                   Sumber data: Sekretariat Disdukcapil Kota Pontianak, Januari 2023 
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2.3. Kinerja Pelayanan 

Untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Tabel II.4 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan 

 

  Sumber Data: Sekretariat Disdukcapil Kota Pontianak, Desember 2022 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Persentase Keluarga yang Memiliki KK - - -    95,00 95,50% 96,00% 96,50% 97,00% 98,02 0,96 99,81 - -    103,18         100,52   103,97 - -

2 Persentase Penduduk yang Memiliki KTP - - - 90,00   97,50% 98,00% 98,50% 99,00% 99,40 0,98 96,31 - -    110,44          100,51    98,28 - -

3
Persentase Anak Usia 0-16 Tahun yang 

Sudah Memiliki KIA
- - - 20,00   22,50% 25,00% 27,50% 30,00% 33,20 0,25 48,02 - -   166,00            111,11   192,08 - -

4

Persentase Penduduk Non Permanen 

yang Memiliki Surat Tanda Bukti 

Pendataan Penduduk Non Permanen

- - - 97,00   90,50% 91,00% 91,50% 92,00% 97,56 0,91 100 - -   100,58         100,55   109,89 - -

5
Persentase Penduduk berusia 0-18 yang 

memiliki Akta Kelahiran
- - - 92,00   92,50 93,00 93,50 94,00 96,42 93 99,98 - -   104,80         100,54    107,51 - -

6
Persentase Penduduk yang memiliki Akta 

Perkawinan
- - - 50,00   52,50 55,00 57,50 60,00 61,00 55 99,78 - -   122,00         104,76    181,42 - -

7
Persentase Penduduk yang memiliki Akta 

Cerai
- - - 30,00   32,50 35,00 37,50 40,00 74,65 35 44,14 - -  248,83         107,69    126,11 - -

8
Persentase anak yang memiliki dokumen 

perubahan status
- - - 30,00   32,50 35,00 37,50 40,00 22,80 35 99,74 - -    76,00         107,69  284,97 - -

9
Persentase Penduduk yang Meninggal 

yang memiliki Akta Kematian
- - - 30,00   32,50 35,00 37,50 40,00 98,22 35 94,43 - -  327,40         107,69  269,80 - -

10
Persentase Jumlah Instansi yang telah 

melakukan PKS Pemanfaatan Data
- - - 50,00   57,50 60,00 62,50 65,00 66,67 60 68,75 - -   133,34         104,35    114,58 - -

11
Persentase Pemanfaatan Database SIAK 

untuk Kepentingan Pembangunan
- - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 100 100 100 - -

12
Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- - -

Sangat 

Baik
Sangat Baik

Sangat 

Baik

Sangat 

Baik

Sangat 

Baik

Sangat 

Baik

Sangat 

Baik

Sangat 

Baik
- -

Sangat 

Baik
Sangat Baik

Sangat 

Baik
- -

No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan 

Fungsi Perangkat Daerah

Target 

NSPK

 Target 

IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah 

pada Tahun
Realisasi Capaian pada Tahun Rasio Capaian pada Tahun
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Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2015-2019 terdapat 

pada tabel berikut: 

Tabel II.5 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

 

Uraian 

***) 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Anggaran

(%) 

Realisasi 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran
1.437.293.900,00 0 0 0 0 1.391.730.984,00 0 0 0 0 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Program Peningkatan Sarana 

Prasarana dan Perlengkapan Kantor
428.562.600,00 0 0 0 0 420.107.580,00 0 0 0 0 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Program Pengembangan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Program Peningkatan dan 

Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja

1.271.000,00 0 0 0 0 1.271.000,00 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Program peningkatan disiplin dan 

kinerja aparatur
80.910.000,00 0 0 0 0 74.612.000,00 0 0 0 0 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Program Peningkatan dan 

Pengembangan Sistem Pelaporan 

Keuangan

625.000,00 0 0 0 0 625.000,00 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Program Peningkatan Pelayanan 

Prima
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8
Program Penataan Administrasi 

Pendaftaran Penduduk
15.380.000,00 0 0 0 0 15.134.300,00 0 0 0 0 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9
Program Penataan Administrasi 

Pencatatan Sipil
24.947.480,00 0 0 0 0 24.906.700,00 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Program Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data

230.523.000,00 0 0 0 0 227.319.976,00 0 0 0 0 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11
Program Penataan Administrasi 

Kependudukan
2.151.466.000,00 0 0 0 0 2.045.960.080,00 0 0 0 0 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

No

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun
Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun

Rata-rata 

Pertumbuhan
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                    Sumber Data: Sekretariat Disdukcapil Kota Pontianak, 2022

12

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

0   11.661.228.723,00   10.695.093.406,00   10.206.641.248,00 0                           -   11.160.478.555,00   10.238.100.271,00 0 0 0 0,96 0,96 0,00 0,00 -6,43 -8,26

13 Program Pendaftaran Penduduk 0        118.256.000,00          97.449.700,00          88.459.200,00 0                           -        115.865.000,00          95.872.100,00 0 0 0 0,98 0,98 0,00 0,00 -13,41 -17,26

14 Program Pencatatan Sipil 0        314.595.518,00          93.092.000,00        130.042.400,00 0                           -        310.898.200,00          93.092.000,00 0 0 0 0,99 1,00 0,00 0,00 -15,36 -70,06

15
Program Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan 
0        217.440.520,00        188.514.720,00        232.140.020,00 0                           -        211.980.369,00        187.185.000,00 0 0 0 0,97 0,99 0,00 0,00 4,92 -11,70

16
Program Pengelolaan Profil 

Kependudukan 
0          13.422.933,00          20.038.300,00          16.944.600,00 0                           -          12.422.933,00          20.038.300,00 0 0 0 0,93 1,00 0,00 0,00 16,92 61,30
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2.4. Kelompok Sasaran Layanan dan Mitra Perangkat Daerah 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak memberikan layanan 

kependudukan kepada seluruh penduduk kota Pontianak atau penduduk wilayah lain atau 

negara lain yang berdomisili di Kota Pontianak.  

Adapun mitra perangkat daerah yang telah atau sedang memiliki kerjasama dengan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah sebagai berikut:  

1. Melibatkan Tokoh Masyarakat khususnya pada Rukun Warga dan Rukun Tetangga  

secara kasuistik: 

a. Pelaporan penduduk korban peristiwa bencana kebakaran 

b. Pelaporan penduduk miskin yang belum memiliki dokumen adminduk 

c. Pelaporan penduduk difabel yang belum memiliki dokumen adminduk 

d. Pelaporan penduduk lansia yang belum memiliki dokumen adminduk 

e. Pelaporan penduduk ODGJ yang belum memiliki dokumen adminduk 

f. Pelaporan penduduk rentan untuk pengurusan bantuan sosial, kepesertaan BPJS 

2. Melibatkan Kader Masyarakat di Fasilitas Kesehatan, Rumah Sakit dan Bidan Praktek  

     Mandiri 

3. Dukungan lintas sektor di Kota Pontianak sebagai berikut: 

a. Dinas Sosial Kota Pontianak terhadap dokumen KK, KTP, Akta Kelahiran dan Akta 

Kematian, Zonasi Pendataan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Data 

Penerima Bantuan Sosial, dan Layanan BPJS-PBI. 

b. DP2KBP3A Kota Pontianak terhadap Dokumen KK dan KTP, Data Target Pelayanan 

Adminduk pada pelaksanaan Kampung KB dan Target Peserta Forum Anak Kota, Bantuan 

hukum Anak Korban PKS. 

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Dokumen Akta Kelahiran Anak Difabel, 

Perekaman KTTP-El Pemula di Sekolah-Sekolah, Zonasi PPDB dan terkait Kartu Indonesia 

Pintar. 

d. Dinas Kesehatan terkait Dokumen KK, Data Target Imunisasi Usia Balita dan Kartu 

Indonesia Sehat. 

e. KUA Se-Kota Pontianak terkait dokumen KK, data Kawin Tercatat, Data Penduduk Status 

Belum Kawin dan Pelatihan Calon Pengantin Sadar Adminduk. 

f. Camat Se-Kota Pontianak terhadap Dokumen KK, KTP dan SKPWNI , dalam Verifikasi dan 

Validasi pemohon layanan. 

g. Lurah Se-Kota Pontianak terhadap Dokumen KK, KTP dan SKPWNI  serta Data penduduk 

rentan. 

h. KPU Kota Pontianak terhadap Dokumen KTP dan Data Pemilih.  

i. Ombudsman RI Perwakilan Kalbar dalam hal Pengawasan layanan sesuai SIPPN dan Indeks 

Kepatuhan Layanan Publik.  
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2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

Memperhatikan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan 

hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pelayanan administrasi 

kependudukan memiliki nilai strategis. Mengingat perkembangan pembangunan 

infrastruktur maupun potensi Kota Pontianak sebagai kota jasa dan perdagangan, selama 5 

tahun kedepan akan diikuti dengan pergerakan penduduk. Dengan sendirinya memerlukan 

adanya penataan administrasi kependudukan. 

Keberhasilan pembangunan bidang administrasi kependudukan dipengaruhi 

berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi faktor-faktor yang termasuk kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan strategi dan kebijakan yang ditetapkan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 

penyelenggaraan administrasi kependudukan, dengan menggunakan teknik peta kekuatan 

SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threats). Secara internal, kekuatan (Strenght) 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak meliputi: 

a. Adanya kewenangan sesuai dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan 

Peraturan Presiden tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

b. Adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan 

sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan. 

c. Adanya Kebijakan Nasional yang mendukung program-program kependudukan dan 

pencatatan sipil. 

Adapun secara internal, kelemahan-kelemahan (Weaknesses) Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak meliputi: 

a. Kurang sumber daya manusia pengelola administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 

b. Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai. 

c. Anggaran yang belum memadai. 

Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pun 

memiliki peluang (Opportunities) adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari 

luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa 

dddddsdepan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah penduduk yang cukup besar sebagai modal pembangunan. 

2. Partisipasi masyarakat semakin besar. 

3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat. 

4. Perkembangan kota yang semakin cepat seiring perkembangan masyarakat. 

5. Adanya komitmen untuk mensukseskan gerakan tertib administrasi kependudukan. 
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Tantangan (Threats) merupakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi 

perangkat daerah yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam 

eksistensi organisasi perangkat daerah dimasa depan. Tantangan pengembangan pelayanan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak diantaranya sebagai berikut: 

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan 

pencatatan sipil. 

2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat. 

3. Lemahnya penegakan hukum atas penyalahgunaan dokumen kependudukan. 

4. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi dari luar dan dalam daerah.  

5. Tidak stabilnya jaringan internet baik jaringan internet daerah maupun pusat, sehingga 

mengganggu perekaman, pengiriman data hasil perekaman, verifikasi, validasi data dan 

pencetakan dokumen. 

6. Terbatasnya ketersediaan blangko KTP elektronik yang bersumber dari APBN Ditjen 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 

di Jakarta.  
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

    

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja 

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin 

dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan 

pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara 

optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang 

tidak diantisipasi. 

Berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah pada pelayanan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

 

3.1.1. Permasalahan Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 

a. Masih ada Kepala Keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) SIAK.  

b. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas pelayanan kependudukan. 

c. Belum semua penduduk wajib KTP yang sudah merekam KTP-el menerima KTP-el.  

d. Kurangnya sarana dan petugas dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). 

e. Minimnya pengetahuan masyarakat akan laporan pindah datang dalam dan luar negeri. 

f. Belum tersosialisasi secara optimal tentang pendataan penduduk non permanen kepada 

masyarakat. 

 

3.1.2 Permasalahan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

a. Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya dokumen pencatatan sipil. 

b. Belum semua penduduk melaporkan peristiwa kelahiran untuk dicatat dan diterbitkan 

kutipan akta kelahiran. 

c. Masih kurangnya kesadaran penduduk yang melaporkan peristiwa kematian untuk 

dicatatkan dan diterbitkan kutipan akta kematian. 

d. Masih kurangnya kesadaran penduduk yang melaporkan perubahan status anak, status 

kewarganegaraan untuk dicatatkan dan diterbitkan kutipan akta pencatatan sipil. 

e. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas pelayanan pencatatan sipil. 

f. Masih belum optimalnya pengarsipan dan pemeliharaan dokumen pencatatan sipil. 

g. Masih banyak peristiwa perkawinan dan perceraian yang belum dilaporkan untuk dicatat 

dan diterbitkan kutipan akta perkawinan dan kutipan akta perceraian. 
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3.1.3 Permasalahan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan  

            Pemanfaatan Data 

a. Tenaga/staf yang menangani perangkat keras dan jaringan masih kurang jika dibandingkan 

dengan tanggung jawab untuk menangani di lingkup internal, kecamatan, dan lintas PD. 

b. Kaderisasi dan penatalaksanaan jabatan fungsional Administrator Database belum 

berjalan. 

c. Jaringan komunikasi data masih perlu dioptimalkan dalam topologi dan penataannya, baik  

internal dan eksternal Dukcapil. 

d. Setiap ada aplikasi yang dikembangkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri yang harus 

dilaksanakan di Daerah selalu menimbulkan kendala teknis. 

e. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan kondisi perangkat 

keras/jaringan harus selalu menyesuaikan dengan hal tersebut agar dapat optimal dalam 

melakukan pelayanan. 

f. Tidak ada pengembangan dalam pengolahan data dan hanya terfokus ke penyusunan profil 

perkembangan kependudukan. 

g. Masih perlunya pemahaman pemanfatan data kependudukan oleh lembaga/PD. 

h. Kemitraan strategis di tingkat daerah masih perlu dioptimalkan. 

 

Maka dari identifikasi permasalahan diatas maka ditemukan masalah pokok, masalah dan akar 

masalah dengan gambaran sebagaimana dalam tabel berikut ni: 

 

Tabel III.1 

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

 

 

Sumber: Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, 2022 

 

 

 

 

 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 2 3 4

1 Belum optimalnya pelayanan 

administrasi kependudukan

Masih terbatasnya cakupan layanan pendaftaran 

penduduk

Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM 

Pengelola Administrasi Pendaftaran Kependudukan 

2 Belum optimalnya pelayanan 

Administrasi Pencatatan Sipil

Masih terbatasnya cakupan layanan pencatatan sipil

Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM 

Pengelola Administrasi Pencatatan Sipil

3 Belum optimalnya ketersediaan 

database kependudukan 

berskala Kota

Terbatasnya akses data akibat pemberlakuan sistem 

informasi administrasi kependudukan (SIAK) 

terintegrasi

Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM 

Pengelola Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan

Masih terbatasnya akses data dalam penyusunan profil 

kependudukan yang menyajikan data skala kota dan 

memberikan akses data agregat kependudukan kepada 

instansi pemohon 

Belum tercapainya pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pelayanan dokumen perkawinan dan 

perceraian dengan pelayanan yang komunikatif kepada 

penduduk dan instansi terkait pada lokasi yang lebih dekat 

Belum tercapainya pemberian pelayanan dokumen 

kependudukan bagi penduduk Kota Pontianak maupun 

penduduk non permanen secara cepat ketika persyaratan 

lengkap
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3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis 

3.2.1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah 

sejalan dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Rumusan Visi yang 

diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 merupakan arah kebijakan 

dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi objektif lingkungan strategis 

lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan, yaitu “Kementerian Dalam 

Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat 

penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi 

Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.  

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Adaptif, atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai 

bahwa Kementrian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian 

yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki 

tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang 

cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi 

utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

mau mengerti kebutuhan rakyatnya yang progresif, mampu melihat berbagai masalah 

dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif 

dan mengena bagi rakyat. 

b. Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan 

kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan 

publik yang berkualitas, cepat, dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas 

dan fungsinya. 

c. Proaktif, atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa 

Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif 

guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena 

kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus 

bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, 

tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-

tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. 

d. Inovatif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk 

melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber 

daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja 
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pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam 

kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintah daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing 

daerah. Dengan inovatif juga mengaharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih 

berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik. 

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi 

Kementerian Dalam Negeri, yaitu: 

a. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan 

kesatuan, demokratisasi, serta karaktar bangsa dan stabilitas politik dalam negeri. 

b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam 

rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. 

c. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, 

melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan 

pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang 

akuntabel dan berpihak pada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif 

dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan adminstrasi 

kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.  

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian 

Dalam Negeri dalam periode 2020–2024 khususnya misi ke-3 yaitu pada meningkatkan 

sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas 

penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan 

daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak pada rakyat, 

peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi 

kependudukan, serta penguatan adminstrasi kewilayahan dan penyelenggaraan 

trantibumlinmas. 

Maka ditetapkanlah sasaran strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil yaitu “Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek 

kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan, dengan indikator 

sasaran strategis sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran strategis”. Adapun indikator sasaran 

strategis tersebut adalah: 

a. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 

b. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfataan data 

kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif). 

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bidang 

administrasi kependudukan yaitu ”Penguatan tata kelola administrasi kependudukan” yang 

mencerminkan gambaran dan peran serta kondisi yang diinginkan untuk diwujudkan oleh 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Guna mewujudkan arah kebijakan 
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Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 – 2024, telah ditetapkan 

arah kebijakan tersebut melalui:  

a. Pengembangan dan Integrasi Sistem; 

b. Perluasan Cakupan Layanan; 

c. Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Sistem Administrasi Kependudukan;  

d. Penyempurnaan Regulasi. 

Program yang menjadi landasan penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Tahun 2020-2024 adalah yang terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah 

(RPJM) Pemerintah Tahun 2020-2024 maupun Program Strategis Kementerian Dalam Negeri 

Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, yaitu ”Program Penataan Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil”. 

Adapun 3 (tiga) kegiatan strategis yaitu pengelolaan, pemanfaatan data informasi 

kependudukan, pembinaan administrasi kependudukan dan pembinaan aparatur 

kependudukan dan pencatatan sipil. Ditjen Pencatatan Sipil sebagai unit kerja yang 

melaksanakan kegiatan strategis kedua yakni ”pembinaan administrasi kependudukan”.   

 

3.2.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2013-2033, 

disampaikan bahwa penataan ruang kota pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan kota terhadap penduduknya. Selain penduduk itu sendiri memerlukan ruang untuk 

tempattinggal, mereka juga perlu ruang untuk menampung segala kegiatannya. Pola tata ruang 

kota sangat ditentukan oleh pola penyebaran, pola perilaku (behaviour) ekonomi, perilaku 

sosial-budaya penduduk kota. Sebaliknya pengaturan dan pengendalian terhadap beberapa 

aspek kependudukan dapat menunjang usaha penataan ruang kota ke arah yang diinginkan. 

Oleh karena itu, strategi pengembangan dan pengendalian penduduk kota perlu dirumuskan 

untuk menunjang usaha pencapaian tujuan penataan ruang Kota Pontianak dimasa yang akan 

datang.  

Strategi dasar pengaturan penduduk meliputi beberapa hal sebagai berikut: 

a. Strategi Pengembangan Penduduk 

Hasil analisis perkembangan penduduk Kota Pontianak menunjukkan bahwa 

perkembangan penduduk Kota Pontianak dalam lima tahun terakhir tergolong cepat. Di 

masa mendatang Kota Pontianak masih mengalami tambahan jumlah penduduk yang dipicu 

pertumbuhan kota dan fungsi yang diemban oleh kota. 

Dari segi penyebarannya, penduduk Kota Pontianak cenderung berkembang tanpa 

memperhatikan aspek struktural. Pola permukiman penduduk cenderung mundur satu atau 

dua lapis dari jaringan jalan utama kota. Untuk permukiman baru cenderung mengarah pada 

wilayah pinggiran kota atau bahkan pada wilayah kabupaten Kubu Raya yang berbatasan 

langsung dengan Kota Pontianak seperti di Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai 
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Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang. Pengaturan penyebaran penduduk ini dilakukan 

dengan membangun berbagai fasilitas pelayanan sosial-ekonomi dan pembangunan system 

prasarana kota yang mengarah pada pola struktur kota yang lebih baik dalam membentuk 

desentralisasi perkembangan kota. 

 

b. Strategi Pengendalian Kepadatan Penduduk 

Jumlah penduduk Kota Pontianak sampai dengan tahun 2030 diperkirakan akan 

meningkat dari 550.304 jiwa pada tahun 2010, menjadi 763.397 jiwa. Rencana kepadatan 

penduduk sampai dengan tahun 2030 adalah 71 jiwa/Ha. Sementara pada Tahun 2020 

tercatat dalam Laporan Pontianak Dalam Angka bahwa hasil proyeksi kepadatan penduduk 

Kota Pontianak sudah mencapai 5.998 km². Kepadatan penduduk ini termasuk kategori 

menengah dan perkembangannya cenderung meningkat terutama pada bagian Selatan dan 

Timur Kota yaitu Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak Kota, Pontianak Selatan, Pontianak 

Tenggara dan Pontianak Timur.  

Gejala ini akan membawa permasalahan sosial dan lingkungan bila tidak segera 

diantisipasi dengan kebijakan pengaturan kepadatan penduduk. Adapun strategi utama 

pengendalian kepadatan penduduk adalah dengan mengalihkan perkembangan penduduk 

pada wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Pontianakseperti Kabupaten Kubu 

Raya dan Kabupaten Pontianak. 

Angka kepadatan penduduk, baik pada tahun sekarang maupun proyeksinya tahun 

2030, telah mencapai angka kepadatan penduduk yang diperlukan untuk kota- kota terutama 

diluar Pulau Jawa, seperti yang terkandung dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 1986. Untuk 

mengendalikan kepadatan penduduk Kota Pontianak, diambil kebijakan untuk menerapkan 

standar maksimum kepadatan penduduk sesuai dengan Permendagri tersebut, yaitu 60 jiwa 

per hektar, dengan pengendalian sebagai berikut: 

a. Kawasan-kawasan dengan kepadatan penduduk maksimum 60 jiwa per hektar atau 

dikategorikan sebagai kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi diarahkan ke daerah 

pusat kota dan subpusat-subpusat kota yang ditentukan dalam rencana; 

b. Kawasan-kawasan dengan kepadatan penduduk sedang atau maksimum 45 jiwa per 

hektar di arahkan ke bagian tengah kota yang berbatasan dengan kawasan pusat dan 

subpusat kota atau ke daerah-daerah khusus; 

c. Kawasan-kawasan dengan kepadatan penduduk rendah atau di bawah 25 jiwa per hektar 

diarahkan ke daerah-daerah pinggiran kota dan daerah-daerah yang ditentukan sebagai 

kawasan cadangan. 

Dengan pengaturan kepadatan penduduk secara struktural dan hirarkis tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan kota dan dapat memperjelas struktur 

fungsional pelayanan kota. 
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3.2.3. Isu-isu Strategis 

Isu strategis perangkat daerah ini adalah salah satu yang perlu diperhatikan dalam 

merumuskan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah secara teknokratik, selain 

mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait.  Pada 

perkembangan isu hingga Tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak 

menemukan isu strategis perangkat daerah yang berasal dari permasalahan pembangunan, 

permasalahan yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Isu ini 

dipandang akan memberikan manfaat ataupun pengaruh dimasa datang terhadap daerah. Diantara 

isu-isu tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagai salah satu perlindungan sejak 

dini terhadap anak.  

Secara sistem, penamaan anak yang terlalu panjang yang melebihi ketentuan karakter pada 

aplikasi dan formulir dokumen. Sementara itu, penerapan pemberian nama anak warga negara 

indonesia telah diatur berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan 

Nama Pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 429 tanggal 

21 April 2022). Hal ini berpengaruh pada tingkat kesulitan penulisan nama lengkap pada basis 

data SIAK Terintegrasi maupun dokumen fisik. Selain itu, permasalahan nama yang 

menggunakan banyak singkatan sehingga jika disingkat akan ambigu atau diartikan dengan 

berbagai makna. Regulasi ini juga akan menghindarkan nama yang mempunyai makna negatif 

dan bertentangan dengan norma kesusilaan. 

2. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) 

Kota Pontianak sejak Tahun 2017 satu-satunya yang ditunjuk untuk melaksanakan 

Kepmendagri No 471.13-112. Hal ini terkait dengan pencapaian cakupan akta kelahiran Kota 

Pontianak pada saat itu (Tahun 2017) sudah melewati 83% menggunakan aplikasi SIAK. 

Persentase penyelesaian penerbitan KIA atau Pencetakan KIA hingga Bulan Juli tahun 2022 

sudah mencapai 41,77%. untuk mengoptimalkan pencapaian tersebut, akan dirancang 

perjanjian kerjasama dengan dunia usaha sebagai pihak yang akan memberikan keuntungan 

bagi costumer mereka yang memiliki KIA. Hal ini berdasarkan Perubahan Kedua Renstra 

Disdukcapil Tahun 2020-2024. Isu ini berpengaruh pada peningkatan persentase penerbitan 

KIA. 

3. Implementasi digitalisasi arsip 

Arsip yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak berupa dokumen 

aktif dan dokumen inaktif. Pendokumentasian adminduk dilakukan secara manual dan daring. 

Penyimpanan dokumen dilakukan dalam bentuk fisik dokumen dan format digital dokumen. 

Berdasarkan Permendagri nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi 

Kependudukan, penyimpanan format digital dokumen dilakukan melalui alih media yaitu 
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dengan cara mengonversikan dokumen ke dalam format digital dengan cara pemindaian, 

fotografi digital dan perekaman digital. Saat ini digitalisasi dokumen adminduk masih belum 

berjalan maksimal, sementara setiap hari akta-akta pencatatan sipil makin bertambah. Maka 

digitalisasi dokumen adminduk berpengaruh untuk mengurangi penumpukkan berkas di 

gudang yang terbatas kapasitasnya tersebut.  

4. Pelayanan kepada Penduduk Nonpermanen 

Pelayanan kepada penduduk non-permanen masih diselenggarakan secara manual. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menantikan launching aplikasi atau 

sistem bagi pelayanan penduduk non-permanen tersebut. Merujuk kepada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Penduduk 

Nonpermanen. Diharapkan pelayanan penduduk non permanen akan berlaku secara online.  

5. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (Digital ID) 

Digital ID ini merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan 

dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang 

menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Hingga Juli 2022, penerapan 

Digital ID masih diujicobakan pada internal Aparatur Sipil Negara Disdukcapil di tiap daerah, 

secara bertahap akan diterapkan pada seluruh penduduk. Penerapan Identitas Kependudukan 

Digital (Digital ID) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 

72 tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan 

Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan 

Digital. Hal ini akan memberikan kemudahan dalam mengakses data pribadi.  

6. Pengelolaan Data oleh Daerah Kabupaten/Kota 

Setelah penerapan SIAK Terpusat secara bertahap hingga pada Tahun 2022, pengeloaan data 

tidak dapat lagi dilakukan di daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Hal ini berdampak pada penyajian data 

kependudukan tidak dapat diolah secara lengkap karena semua tabel data kependudukan 

hanya bisa disajikan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Tim Teknis dari Ditjen Dukcapil 

Kemendagri setiap semesternya dan tidak dapat diolah dan dikembangkan sesuai kebutuhan 

yang diperlukan. 

7. Kejahatan Siber Yang Semakin Bervariasi 

Pada saat ini, information security awareness dari penduduk masih sangat kurang termasuk 

terhadap dokumen kependudukan. Implementasi atas Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi 

(sudah disahkan tanggal 20 September 2022 namun secara resmi belum dicatatkan di 

lembaran negara) perlu diwujudkan dengan sosialisasi literasi digital yang masif untuk 
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meminimalisir kebocoran data pribadi khususnya dokumen kependudukan yang berupa data 

diri tersebut.  

8. Wacana Penerapan Standar Keamanan Informasi Pada Pemanfaatan Data 

Kependudukan 

Calon lembaga pengguna pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota wajib memiliki 

Sertifikat ISO/IEC 27001 paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatangani perjanjian kerja 

sama pemanfaatan data kependudukan. Adanya wacana penerapan standar keamanan 

informasi pada pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri Nomor 470/15192/Dukcapil tanggal 29 September 2022. Harapannya akan terwujud 

tertib pemanfaatan data kependudukan.  

9. Penyajian Statististik Data Kependudukan 

Penyajian statistik data kependudukan sangat diperlukan sebagai implementasi Perpres 

Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan 

untuk Pengembangan Statistik Hayati. Statistik Hayati adalah hasil keseluruhan proses 

pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis, dan evaluasi data berbagai peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting dalam kehidupan yang bersifat wajib, permanen, dan 

berkelanjutan yang didiseminasikan dalam bentuk statistik. Penyediaan Statistik Hayati yang 

akurat ini dari data lintas sektor yang dapat diakses kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, 

dan publik. 

10. Implementasi Pelaksanaan Perencanaan yang Responsif Gender 

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk 

mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat 

pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang 

lebih berkeadilan. Hal ini berdasarkan Permendagri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman 

umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah serta Permen PPPA nomor 4 Tahun 

2014 tentang pedoman pengawasan pelaksanaan perencanaan dan Penganggaran Yang 

Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah. Dampaknya adalah adanya perhatian yang 

konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam 

masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi 

karena perbedaan-perbedaan tersebut. 

11. Informasi Geospasial dalam Kebijakan Satu Peta 

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu 

kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi 

geospasial dalam Kebijakan Satu Peta. Diantara kebijakan yang diacu adalah sebagai berikut:  
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a. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah 

wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk 

memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG 

dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya 

Manusia (SDM).  

b. Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan 

informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan 

suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, 

terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden 

tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan 

penyebarluasan informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan 

seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah. 

c. Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana 

penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong 

kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan 

sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana 

umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi 

geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan 

tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai 

tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan 

RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan 

izin lokasi. 

d. Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan 

pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). 

Selain itu pendekatan yang awalnya money follow function berubah menjadi pendekatan 

money follow program. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan 

pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan 

terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi 

Geospasial Tahun 2020-2024). 
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e. Akselerasi Pembangunan simpul jaringan. Pembangunan simpul jaringan di Kota 

Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring 

pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan 

menggunakan satu sistem referensi yang sama. Pembangunan simpul jaringan 

membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih 

dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi 

pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi 

keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1. Tujuan dan Sasaran  

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah sebagai 

berikut: 

a. Perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil.   

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkenaan 

dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah 

hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 

5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, 

menggambarkan arah strategis instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi instansi serta dirumuskan untuk mempertajam fokus 

pelaksanaan misi lembaga. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus 

diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, 

kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan 

harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja utama (key 

performance indicator) yang terukur. 

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah berdasarkan pada: 

a. Tujuan 3 (tiga) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yakni Meningkatkan Tata kelola 

Kepemerintahan yang Baik. 

b. Sasaran 2 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yakni meningkatnya kualitas layanan 

publik. 

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam 

jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin 

dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan 

sasaran harus memiliki kriteria SMART.  

Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi 

sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, 

yaitu khusus (Specific), terukur (Measurable), dapat dicapai (Attainable), nyata 
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(Realistic) dan tepat waktu (Time Bound). Penentuan sasaran strategis yang tepat dan 

terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya 

menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta 

meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi. 

Adapun Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

Tujuan 

Meningkatkan kualitas layanan publik 

 

Indikator Tujuan: 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

 

Sasaran 

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan 

2. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil 

3. Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan Berskala Kota 

 

Indikator Sasaran: 

1. Persentase Keluarga yang Memiliki KK 

2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA 

3. Persentase Penduduk yang memiiki KTP 

4. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 

5. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perceraian 

6. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan 

7. Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian 

8. Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan 

 

Secara lebih jelas dapat di gambarkan dalam tabel berikut: 
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Tabel IV.1 

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun Anggaran 2024-2026 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN 

TARGET KINERJA 

TUJUAN/ SASARAN PADA 

TAHUN 

2024 2025 2026 

1 2 4 5 6 7 8 

  Meningkatkan 

kualitas layanan 

kepada 

masyarakat 

  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Meningkatnya 

Pelayanan 

Administrasi 

Kependudukan  

Persentase  Keluarga yang Memiliki KK 99,00 99,10 99,20 

Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA 60,00 70,00 80,00 

Persentase Penduduk yang memiliki KTP 95,00 96,00 97,00 

Meningkatnya 

Pelayanan 

Administrasi 

Pencatatan Sipil  

Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 98,00 98,25 98,50 

Persentase  Penduduk yang memiliki Akte Cerai 40,00 42,50 45,00 

Persentase  Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan 60,00 62,50 65,00 

Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian 97,00 97,25 97,50 

Meningkatnya 

Ketersediaan 

Database 

Kependudukan 

berskala Kota 

Persentase  Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan 100 100 100 

Sumber Data: Sekretariat Disdukcapil Kota Pontianak, 2023 
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4.2. Cascading Kinerja 

Tabel IV.2.  

Cascading Kinerja Dinas Kependuduk dan dan Pencatatan Sipil 

 
Tujuan PD Sasaran PD 

Indikator Tujuan dan 

Sasaran PD 
Program 

Kinerja 

Program 
Indikator Program Kegiatan Kinerja Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan 

Kinerja Sub 

Kegiatan 
Indikator Sub Kegiatan 

Penanggung 

Jawab 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 Meningkatkan 

Kualitas 

Layanan Publik     

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

                                

  
 

1 Meningkatnya  

Pelayanan 

Administrasi 

Kependudukan 

1 Persentase 

Keluarga yang 

Memiliki KK 

1 Program 

Pendaftaran 

Penduduk 

Meningkatnya 

akses masyarakat 

Kota Pontianak 

terhadap 

pelayanan 

pendaftaran 

penduduk  

1 Persentase 

penyelesaian 

Surat Tanda Bukti 

Pendataan 

Penduduk Non 

Permanen 

1 Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk 

Capaian pekerjaan 

dalam memberikan 

pelayanan dokumen 

kependudukan berupa 

KK, KIA dan KTP 

bagi penduduk Kota 

Pontianak maupun 

penduduk non 

permanen juga anak 

secara cepat ketika 

persyaratan lengkap 

1 Persentase 

Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk 

1 Pendataan 

Penduduk Non 

Permanen dan 

Rentan 

Administrasi 

Kependudukan 

Tersedianya  

Pendataan  Penduduk  

Non  Permanen dan 

Rentan Administrasi 

Kependudukan 

1 Jumlah Dokumen 

Hasil Pendataan 

Penduduk Non 

Permanen dan 

Rentan 

Administrasi 

Kependudukan  

Bidang 

Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk 

  

 
    

          

2 Persentase 

Penyelesaian 

Penerbitan Kartu 

Keluarga 

  

      2 Pencatatan, 

Penatausahaan, dan 

Penerbitan 

Dokumen atas 

Pelaporan Peristiwa 

Kependudukan 

Terlaksananya   

Pencatatan,   

Penatausahaan   dan 

Penerbitan          

Dokumen Atas          

Pendaftaran Penduduk 

2 Jumlah Dokumen 

Hasil Pencatatan, 

Penatausahaan dan 

Penerbitan 

Dokumen Atas 

Pendaftaran 

Penduduk  

  

  
 

    2 Persentase anak 

usia 0-17 tahun 

kurang 1 hari  

yang sudah 

memiliki KIA 

      3 Persentase 

Penyelesaian 

Penerbitan KIA 

          3 Peningkatan 

Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk 

Meningkatnya 

Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk 

3 Jumlah Laporan 

Hasil Peningkatan 

Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk  

  

  
 

2 Meningkatnya  

Pelayanan 

Administrasi 
Pencatatan Sipil 

3 Persentase 

Penduduk yang 

memiiki KTP 

      4 Persentase 

Penyelesaian 

Penerbitan KTP 

2 Penyelenggaraan 

Pendaftaran 

Penduduk 

Capaian pekerjaan 

dalam memberikan 

pelayanan perekaman 
dan pencetakan 

dokumen 

kependudukan yang 

dilaksanakan dekat 

dengan domisili 

penduduk Kota 

Pontianak secara 

berkala 

2 Persentase 

Pelayanan 

Pendaftaran 
Penduduk 

4 Pelayanan secara 

Aktif Pendaftaran 

Peristiwa 
Kependudukan dan 

Pencatatan 

Peristiwa Penting 

Terkait Pendaftaran 

Penduduk 

Terlaksananya          

Pelayanan          Secara          

Aktif Pendaftaran       
Peristiwa       

Kependudukan       dan 

Pencatatan Peristiwa  

Penting Terkait  

Pendaftaran 

Penduduk 

4 Jumlah Dokumen 

Hasil Pelayanan 

Secara Aktif 
Pendaftaran 

Peristiwa 

Kependudukan dan 

Pencatatan 

Peristiwa Penting 

Terkait Pendaftaran 

Penduduk  

  

  
 

   

4 Persentase 

Penduduk  yang 

memiliki Akta 

Kelahiran 

2 Program 

Pencatatan Sipil 

Meningkatnya 

akses masyarakat 

Kota Pontianak 

terhadap 

pelayanan 

pencatatan sipil 

5 Persentase anak 

yang memiliki 

dokumen 

perubahan status 

3 Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

Capaian pekerjaan 

dalam memberikan 

pelayanan dokumen 

pencatatan sipil bagi 

penduduk Kota 

Pontianak secara 

cepat ketika 

persyaratan lengkap 

3 Persentrase 

Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

5 Pencatatan,      

Penatausahaan      

dan      Penerbitan 

Dokumen Atas 

Pelaporan Peristiwa 

Penting 

Terlaksananya   

Pencatatan,   

Penatausahaan   dan 

Penerbitan   Dokumen   

Atas   Pelaporan   

Peristiwa Penting 

5 Jumlah Dokumen 

Hasil Pencatatan, 

Penatausahaan dan 

Penerbitan 

Dokumen Atas 

Pelaporan Peristiwa 

Penting 

Bidang 

Pelayanan 

Pencatatan 

Sipil 

  
 

    

          

6 Persentase 

Penduduk berusia 

0-18 tahun yang 

memiliki Akta 

Kelahiran 

          6 Peningkatan dalam 

Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

Meningkatnya 

Pelayanan Pencatatan 

Sipil 

6 Jumlah Layanan 

Pencatatan Sipil 

yang Ditingkatkan  

  

  
 

    

              

    

  

    7 Koordinasi Antar 

Lembaga 

Pemerintah dan 

Lembaga Non-

Pemerintah di 

Kabupaten/Kota 

dalam Penertiban 

Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

Terlaksananya        

Koordinasi        antar        

Lembaga Pemerintah    

dan    Lembaga    Non-

Pemerintah    di 

Kabupaten/Kota    

dalam     Penertiban    

Pelayanan Pencatatan 

Sipil 

10 Jumlah Laporan 

Hasil Koordinasi 

Antar Lembaga 

Pemerintah dan 

Lembaga 

NonPemerintah di 

Kabupaten/Kota 

dalam Penertiban 

Pelayanan 
Pencatatan Sipil  
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Tujuan PD Sasaran PD 
Indikator Tujuan dan 

Sasaran PD 
Program 

Kinerja 

Program 
Indikator Program Kegiatan Kinerja Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan 

Kinerja Sub 

Kegiatan 
Indikator Sub Kegiatan 

Penanggung 

Jawab 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  
 

    5 Persentase 

Penduduk yang 

memiliki Akta 

Perceraian 

      7 Persentase 

Penerbitan Akte 

Perceraian  (Non 

Muslim) 

4 Penyelenggaraan 

Pencatatan Sipil 

Capaian pekerjaan 

dalam memberikan 

pelayanan perekaman 

dan pencetakan 

dokumen pencatatan 

sipil yang 
dilaksanakan dekat 

dengan domisili 

penduduk Kota 

Pontianak secara 

berkala 

4 Persentase 

Penyelenggaraan 

Pencatatan Sipil 

8 Pelayanan Secara 

Aktif Pendaftaran 

Peristiwa 

Kependudukan dan 

Pencatatan 

Peristiwa Penting 
terkait Pencatatan 

Sipil 

Terlaksananya          

Pelayanan          Secara          

Aktif Pendaftaran       

Peristiwa       

Kependudukan       dan 

Pencatatan  Peristiwa  
Penting Terkait  

Pencatatan 

Sipil 

7 Jumlah Laporan 

Hasil Pelayanan 

Secara Aktif 

Pendaftaran 

Peristiwa 

Kependudukan dan 
Pencatatan 

Peristiwa Penting 

Terkait Pencatatan 

Sipil  

  

  
 

    6 Persentase 

Penduduk yang 

memiliki Akta 

Perkawinan 

      8 Persentase 

Penerbitan Akte 

Perkawinan (Non 

Muslim) 

5 Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pencatatan Sipil 

Capaian pekerjaan 

dalam membina dan 

mengawasi 

penyelenggaraan 

pelayanan dokumen 

perkawinan dan 

perceraian dengan 

pelayanan yang 

komunikatif kepada 

penduduk dan instansi 

terkait.  

5 Persentase 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pencatatan Sipil 

9 Supervisi Bersama 

dengan Kantor 

Kementerian yang 

Menyelenggarakan 

Urusan 

Pemerintahan di 

Bidang Agama 

Kabupaten/Kota 

dan Pengadilan 

Agama Mengenai 

Pelaporan 

Pencatatan Nikah, 

Talak, Cerai, dan 

Rujuk bagi 

Penduduk yang 

Beragama Islam 

dalam rangka 

Pembangunan Basis 

Data Kependudukan 

Terkait Pencatatan 
Sipil yang 

Dilaksanakan 

Terlaksananya  

Supervisi Bersama  

dengan  Kantor 

Kementerian     yang     

Menyelenggarakan     

Urusan Pemerintahan  

di  Bidang  Agama  

Kabupaten/Kota dan     

Pengadilan     Agama     

mengenai     Pelaporan 

Pencatatan  Nikah,  

Talak,  Cerai,  dan  

Rujuk  bagi Penduduk   

yang   Beragama   

Islam   dalam   rangka 

Pembangunan  Basis  

Data  Kependudukan  

Terkait Pencatatan 

Sipil 

8 Jumlah Laporan 

Supervisi Bersama 

dengan Kantor 

Kementerian yang 

Menyelenggarakan 

Urusan 

Pemerintahan di 

Bidang Agama 

Kabupaten/Kota 

dan Pengadilan 

Agama Mengenai 

Pelaporan 

Pencatatan Nikah, 

Talak, Cerai, dan 

Rujuk bagi 

Penduduk yang 

Beragama Islam 

dalam rangka 

Pembangunan Basis 

Data Kependudukan 
Terkait Pencatatan 

Sipil yang 

Dilaksanakan 

  

  
 

    

7 Persentase 

Penduduk yang 

meninggal yang 

memiliki Akta 

Kematian 

      9 Persentase 

Penerbitan Akte 

Kematian 

        

  
 

3 Meningkatnya 

Ketersediaan 

Database 

Kependudukan 

berskala Kota 

8 Persentase 

Pemanfaatan 

Database SIAK 

untuk 

kepentingan 

Pembangunan 

3 Program 

Pengelolaan 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

Memudahkan  

akses Instansi di 

Kota Pontianak 

terhadap data 

agregat 

kependudukan 

pada tahun 

tertentu 

# Persentase 

Instansi yang  

telah 

memanfaatkan 

Data  Agregat 

Kependudukan 

6 Pengumpulan Data 

Kependudukan dan 

Pemanfaatan dan 

Penyajian Database 

Kependudukan 

Capaian pekerjaan 

dalam memberikan 

akses data agregat 

kependudukan kepada 

instansi pemohon data 

di Kota Pontianak 

pada tahun tertentu. 

6 Persentase 

Pengumpulan Data 

Kependudukan dan 

Pemanfaatan dan 

Penyajian Database 

Kependudukan 

10 Kerjasama 

Pemanfaatan Data 

Kependudukan 

Terlaksananya    Kerja    

Sama    Pemanfaatan    

Data 

Kependudukan 

9 Jumlah Dokumen 

Kerja Sama 

Pemanfaatan Data 

Kependudukan 

Bidang 

Pengelolaan 

Informasi 

Administrai 

Kependudukan 

dan 

Pemanfaatan 

Data 

  
 

        

          

7 Penyelenggaraan 

Pengelolaan 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

Capaian pekerjaan 

dalam memberikan 

informasi 

administrasi 

kependudukan kepada 

instansi pemohon data 

di Kota Pontianak 

pada tahun tertentu. 

7 Persentase 

Penyelenggaraan 

Pengelolaan 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

11 Fasilitasi terkait 

Pengelolaan 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

Terfasilitasinya               

Pengelolaan               

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

11 Jumlah Laporan 

Hasil Fasilitasi 

Pengelolaan 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

  

  
 

    

    

                    

12 Komunikasi, 

Informasi, dan 

Edukasi Kepada 
Pemangku 

Kepentingan dan 

Masyarakat 

Terlaksananya       

Komunikasi,       

Informasi,       dan 
Edukasi    kepada    

Pemangku    

Kepentingan    dan 

Masyarakat 

12 Jumlah Dokumen 

Hasil Komunikasi, 

Informasi, dan 
Edukasi kepada 

Pemangku 

  

        

4 Program 

Pengelolaan 

Profil 

Meningkatnya 

akses masyarakat 

di Kota 

Pontianak 

terhadap profil 

kependudukan 

untuk 

kepentingan 

# Persentase 

penyajian 

komponen data 

dalam profil 

kependudukan 

8 Penyusunan Profil 

Kependudukan 

Capaian pekerjaan 

dalam menyusun 

profil kependudukan 

yang menyajikan data 

skala kota berupa 

gambaran kondisi, 

perkembangan dan 

prospek 

kependudukan.   

8 Persentase 

terpenuhinya 

penyediaan buku 

profil 

kependudukan 

13 Penyediaan Data 

Kependudukan 

Kabupaten/Kota 

Tersedianya                    

Data                    

Kependudukan 

Kabupaten/Kota 

13 Jumlah Data 

Kependudukan 

Kabupaten/Kota  
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Tujuan PD Sasaran PD 
Indikator Tujuan dan 

Sasaran PD 
Program 

Kinerja 

Program 
Indikator Program Kegiatan Kinerja Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan 

Kinerja Sub 

Kegiatan 
Indikator Sub Kegiatan 

Penanggung 

Jawab 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Pembangunan 

skala kota 

    

              

  

    14 Penyusunan Profil 

Data Perkembangan 

dan Proyeksi 

kependudukan serta 

kebutuhan yang lain 

Tersusunnya     Profil     

Data     Perkembangan     

dan 

Proyeksi   

Kependudukan   serta   

Kebutuhan   yang Lain 

14 Jumlah Dokumen 

Profil Data 

Perkembangan dan 

Proyeksi 

Kependudukan serta 

Kebutuhan yang 

Lain yang tersusun 

  

 

 

Sumber:  Subbag Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023



 
 

V-39  

BAB V  

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1. Strategi 

Strategi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menetapkan tujuan dan program untuk 

tahun 2024-2026. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-

pihak terkait. Ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan 

atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat. Agar 

tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi 

organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan 

tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan. Adapun Strategi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan 

sasaran adalah: 

a. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan 

b. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil 

c. Meningkatkan Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota 

 

5.2. Arah Kebijakan 

Selain itu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan 

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. 

Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, 

serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat 

memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan 

pembayaran pajak penghasilan), maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang 

paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Adapun kebijakan yang dilakukan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencapai Tujuan dan 

Sasaran serta satuan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 

(Dokumen) 

b. Melakukan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam Perekaman dan 

Penerbitan KTP, KIA, Kartu Keluarga dan lain-lain serta Evaluasi penyelenggaraaan pelayanan 

(Laporan) 

c. Melakukan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa 

Kependudukan (Dokumen) 

d. Melakukan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan 

Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen) 

e. Melakukan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 
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serta pemeliharaan rekondisi dan reproduksi dokumen (Dokumen)  

f. Melakukan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di 

Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil agar terjadi sinkronisasi data 

dengan SIAK terintegrasi dan upaya digitalisasi dokumen (Laporan) 

g. Melakukan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (Layanan) 

h. Melakukan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan 

Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil berupa dokumen akta kelahiran, kematian, perkawinan 

dan perceraian (Laporan) 

i. Melakukan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan 

Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka 

Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil (Laporan) 

j. Melakukan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan serta melakukan pembaharuan data 

kependudukan dari kegiatan kemitraan dengan pihak lain (Dokumen) 

k. Melakukan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Melakukan 

kegiatan verifikasi dan pembersihan database kependudukan dari data ganda dan anomali 

(Laporan) 

l. Melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 

serta pemeliharaan perangkat keras maupun perangkat lunak Data Warehouse dan Melaksanakan 

kegiatan pengelolaan dan pembaharuan konten pada media website (Dokumen) 

m. Melakukan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota termasuk Menyusun Buku Data 

Agregat Kependudukan (Dokumen) 

n. Melakukan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan 

yang lain (Dokumen) 

 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi maka penyusunan strategi dan kebijakan 

organisasi menjadi hal yang penting untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. 

Adapun keterkaitan antara visi, misi, tujuan sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan 

dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel V.1  

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

 

 

    Sumber Data: Sekretariat Disdukcapil Kota Pontianak, 2023 

 

 

 

 

Tujuan

1

1.1
Melakukan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi 

Kependudukan (Dokumen)

1.2

Melakukan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam 

Perekaman dan Penerbitan KTP, KIA, Kartu Keluarga dan lain-lain serta 

Evaluasi penyelenggaraaan pelayanan  (Laporan)

1.3
Melakukan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan 

Peristiwa Kependudukan (Dokumen)

1.4
Melakukan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan 

Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)

2.1

Melakukan Pencatatan, Penatausahaan    dan    Penerbitan Dokumen atas Pelaporan 

Peristiwa  Penting serta pemeliharaan rekondisi dan reproduksi dokumen 

(Dokumen) 

2.2

Melakukan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah 

di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil agar terjadi 

sinkronisasi data dengan SIAK terintegrasi dan upaya digitalisasi dokumen 

(Laporan)

2.3 Melakukan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (Layanan)

2.4

Melakukan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan 

Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil berupa dokumen akta 

kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian  (Laporan)

2.5

Melakukan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama 

mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk 

yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan 

terkait Pencatatan Sipil (Laporan)

3.1 Melakukan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan serta melakukan 

pembaharuan data kependudukan dari kegiatan kemitraan dengan pihak lain 

(Dokumen)

3.2 Melakukan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Melakukan kegiatan verifikasi dan pembersihan database kependudukan dari 

data ganda dan anomali  (Laporan)

3.3 Melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan 

dan Masyarakat serta pemeliharaan perangkat keras maupun perangkat lunak 

Data Warehouse dan Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pembaharuan 

konten pada media website  (Dokumen)

3.4 Melakukan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota termasuk 

Menyusun Buku Data Agregat Kependudukan  (Dokumen)

3.5 Melakukan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan 

serta kebutuhan yang lain (Dokumen)

Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Strategi 3.1. 

MELAKSANAKAN  

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PROFIL 

KEPENDUDUKAN

2 3 4

Meningkatkan 

Kualitas Layanan 

Publik

1
Meningkatnya Pelayanan 

Administrasi Kependudukan

Meningkatkan 

Pelayanan Administrasi 

Kependudukan

2
Meningkatnya Pelayanan 

Administrasi Pencatatan Sipil

Meningkatkan 

Pelayanan Administrasi 

Pencatatan Sipil

3

Meningkatnya Ketersediaan 

Database Kependudukan berskala 

Kota

Meningkatkan 

Ketersediaan 

Database 

Kependudukan 

berskala Kota

Strategi 1.1. 

MELAKSANAKAN 

PROGRAM 

PENDAFTARAN 

PENDUDUK

Strategi 2.1. 

MELAKSANAKAN  

PROGRAM 

PENCATATAN SIPIL
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan 

sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang 

sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna 

mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.  

Program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Pontianak yang direncanakan untuk periode Tahun 2024-2026 yang telah sesuai dengan 

Keputusan Kementrian Dalam Negeri No: 050-3708 Tahun 2020, terdiri dari: 

 

A. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 

b. Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa 

Kependudukan 

c. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

 

2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 

a. Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa 

Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 

 

B. PROGRAM PENCATATAN SIPIL 

1. Pelayanan Pencatatan Sipil 

a. Pencatatan,      Penatausahaan      dan      Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting. 

b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil. 

c. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota 

dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil. 

 

2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 

a. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa 

Penting terkait Pencatatan Sipil 

 

3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 

a. Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 

di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan 
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Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka 

Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan 

 

C. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 

a. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 

 

2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

a. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

b. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 

 

 

D. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL 

1. Penyusunan Profil Kependudukan 

a. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 

b. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang 

lain 

      

E. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ 

KOTA 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

c. Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan  Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD 

 

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

 

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
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c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

 

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

 

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

 

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
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Tabel VI.I 

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Jangka Menengah Tahun Anggaran 2024-2026 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak 

 

Tujuan Sasaran Kode 

Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program/Kegiata

n 

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran, 

Program (outcome), 

Kegiatan (output) 

dan Sub Kegiatan 

Data 

Capai

an 

pada 

Tahu

n 

Awal 

Peren

canaa

n 

(Reali

sasi 

2022) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 

Perangkat Daerah 

Penanggungjawab 

Lokasi 

2024 2025 2026 

Kondisi Kinerja pada Akhir 

Periode Renstra Perangkat 

Daerah 

Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

    2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

    

2 1

2 

      URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  

Meningkatkan 

Kualitas 

Layanan 

Publik 
              

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

Sang

at 

Baik 

(89,58

) 

93 
Sanga

t Baik 

11.16

9.172.

000 

94 
Sanga

t Baik 

10.94

0.949.

000 

95 
Sanga

t Baik 

11.21

9.308.

000 

95 
Sangat 

Baik 

11.219.3

08.000 

Dinas Kependuduk 
dan Pencatatan Sipil 

Kota Pontianak 
  

1. Meningkatnya Pelayanan 

Administrasi 

Kependudukan 

            Persentase Keluarga 

yang Memiliki KK 99,81 99 % 

91.45

9.200 

99,1 % 

116.1

04.20

0 

99,2 % 

118.6

59.41

0 

99,2 % 

118.659.

410 

    

            Persentase 

Penduduk yang 

memiliki KTP 

101,1
2 

95 % 96 % 97 % 97 % 

    

            Persentase anak 

usia 0-17 tahun 

kurang 1 hari  yang 

sudah memiliki KIA 

48,02 60 % 70 % 80 % 80 % 

    

2 1

2 

2     PROGRAM 

PENDAFTARAN 

PENDUDUK 

Persentase 
penyelesaian Surat 

Tanda Bukti 

Pendataan Penduduk  

Non Permanen 

100 99,00 % 

91.45

9.200 

99,25 % 

116.1

04.20

0 

99,50 % 

118.6

59.41

0 

99,50 % 

118.659.

410 

  

Bidang Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk 

            Persentase 

Penyelesaian 

Penerbitan Kartu 

Keluarga 

99,12 90,00 % 95,00 % 96,00 % 96,00 % 

  

            Persentase 
Penyelesaian 

Penerbitan KTP 

100,0

4 
82,00 % 82,50 % 83,00 % 83,00 % 

  

  

            Persentase 

Penyelesaian 
Penerbitan KIA 

38,28 87,00 % 87,50 % 88,00 % 88,00 % 
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Tujuan Sasaran Kode 

Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program/Kegiata

n 

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran, 

Program (outcome), 

Kegiatan (output) 

dan Sub Kegiatan 

Data 

Capai

an 

pada 

Tahu

n 

Awal 

Peren

canaa

n 

(Reali

sasi 

2022) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 

Perangkat Daerah 

Penanggungjawab 

Lokasi 

2024 2025 2026 

Kondisi Kinerja pada Akhir 

Periode Renstra Perangkat 

Daerah 

Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  

  

2 1

2 

2 2

.

0

1 

  Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk 

Persentase 

Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk 

       

189,5

4  

100,00 % 
51.10

4.200 
100,00 % 

51.10

4.200 
100,00 % 

53.65

9.410 
100,00 % 

53.659.4

10 

    

  

2 1
2 

2 2
.

0

1 

1 Pendataan 
Penduduk Non 

Permanen dan 

Rentan 

Administrasi 
Kependudukan 

Jumlah    Dokumen    
Hasil    Pendataan    

Penduduk Non       

Permanen       dan       

Rentan       
Administrasi 

Kependudukan 

655 665 
Doku

men 

12.93

5.000 
670 

Doku

men 

12.93

5.000 
675 

Doku

men 

13.58

1.750 
675 

Dokum

en 

13.581.7

50 

    

  

2 1

2 

2 2

.
0

1 

4 Peningkatan 

Pelayanan 
Pendaftaran 

Penduduk 

Jumlah    Laporan    

Hasil    Peningkatan   
Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk 

               
12.90

0  

56 
Lapora

n  

35.18

4.200 
56 

Lapora

n  

35.18

4.200 
56 

Lapora

n  

36.94

3.410 
56 

Lapora

n  

36.943.4

10 

    

  

2 1

2 

2 2

.
0

1 

5 Pencatatan, 

Penatausahaan dan 
Penerbitan 

Dokumen atas 

Pelaporan 

Peristiwa 
Kependudukan 

Jumlah    Dokumen    

Pencatatan,    
Penatausahaan 

dan      Penerbitan      

Dokumen      Atas      

Pelaporan Peristiwa 
Kependudukan 

14500 12.500 
Doku

men 

2.985.

000 
13.000 

Doku

men 

2.985.

000 
13.500 

Doku

men 

3.134.

250 
13.500 

Dokum

en 

3.134.25

0 

    

  

2 1

2 

2 2

.

0

3 

  Penyelenggaraan 

Pendaftaran 

Penduduk 

Persentase 

Penyelenggaraan 

Pendaftaran 

Penduduk 

         

50,00  
100,00  % 

40.35

5.000 
100,00  % 

65.00

0.000 
100,00  % 

65.00

0.000 
100,00  % 

65.000.0

00 

    

  

2 1

2 

2 2

.

0
3 

2 Pelayanan secara 

Aktif Pendaftaran 

Peristiwa 
Kependudukan dan 

Pencatatan 

Peristiwa Penting 

Terkait Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah Dokumen 

Hasil Pelayanan 

Secara Aktif 
Pendaftaran Peristiwa 

Kependudukan dan 

Pencatatan Peristiwa 

Penting Terkait 
Pendaftaran 

Penduduk  

69 90 
Doku

men 
40.35
5.000 

100 
Doku

men 
65.00
0.000 

100 
Doku

men 
65.00
0.000 

100 
Dokum

en 
65.000.0

00 

    

  

2. Meningkatnya Pelayanan 

Administrasi Pencatatan 

Sipil 

            
Persentase 

Penduduk berusia 

0-18 tahun yang 

memiliki Akta 

Kelahiran 

99,98 98 % 

233.0

42.40
0 

98,2 % 

257.6

87.40
0 

98,5 % 

267.3

21.77
0 

98,5 % 

267.321.

770 

    

  

            

Persentase 

Penduduk yang 

memiliki Akta 

Perkawinan 

99,78 
60.00 

% 
% 

62.50 

% 
% 

65.00

% 
% 

65.00

% 
% 
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Tujuan Sasaran Kode 

Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program/Kegiata

n 

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran, 

Program (outcome), 

Kegiatan (output) 

dan Sub Kegiatan 

Data 

Capai

an 

pada 

Tahu

n 

Awal 

Peren

canaa

n 

(Reali

sasi 

2022) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 

Perangkat Daerah 

Penanggungjawab 

Lokasi 

2024 2025 2026 

Kondisi Kinerja pada Akhir 

Periode Renstra Perangkat 

Daerah 

Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  

  

            

Persentase 

Penduduk yang 

memiliki Akte Cerai 

44,14 
40.00 

% 
% 

42.50

% 
% 

45.00

% 
% 

45.00

% 
% 

    

  

            Persentase 

Penduduk yang 

meninggal yang 

memiliki Akta 

Kematian 

 

 

 

 

  

99,15 
97.00 

% 
% 

97.25

% 
% 

97.50

% 
% 

97.50

% 
% 

    

  

2 1

2 

3     PROGRAM 

PENCATATAN 

SIPIL 

Persentase Penduduk 

berusia 0-18 tahun 
yang memiliki Akta 

Kelahiran 

98,83 55,00 % 

233.0

42.40

0 

60,00 % 

257.6

87.40

0 

65,00 % 

267.3

21.77

0 

65,00 % 

267.321.

770 

  

Bidang Pelayanan Pencatatan 

Sipil 

  

            Persentase anak  yang 

memiliki dokumen 

perubahan status 
99,74 40,00 % 42,50 % 45,00 % 45,00 % 

  

  

            Persentase Penerbitan 

akta Perkawinan 

(Non Muslim) 
99,78 60,00 % 62,50 % 65,00 % 65,00 % 

  

  

            Persentase Penerbitan 

akta Perceraian (Non 

Muslim) 
43,68 40,00 % 42,50 % 45,00 % 45,00 % 

  

  

            Persentase Penerbitan 
Akta Kematian 99,12 40,00 % 42,50 % 45,00 % 45,00 % 

  

  

2 1

2 

3 2

.

0

1 

  Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

Persentrase 

Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

       

100,0

0  

100,00 % 

128.7

88.90

0 

100,00 % 

128.7

88.90

0 

100,00 % 

135.2

28.34

5 

100,00 % 
135.228.

345 

  

  

2 1
2 

3 2
.

0

1 

1 Pencatatan,    
Penatausahaan    

dan    Penerbitan 

Dokumen atas 

Pelaporan 
Peristiwa Penting 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pencatatan, 

Penatausahaan dan 

Penerbitan Dokumen 

Atas Pelaporan 
Peristiwa Penting 

               
10.00

0  

11.000 
Doku

men 

12.20

3.900 
12.000 

Doku

men 

12.20

3.900 
13.000 

Doku

men 

12.81

4.095 
13.000 

Dokum

en 

12.814.0

95 

    

  

2 1

2 

3 2

.
0

1 

2 Peningkatan dalam 

Pelayanan 
Pencatatan Sipil 

Jumlah Layanan 

Pencatatan Sipil yang 
Ditingkatkan  

                
4.633  

16 
Layan

an 

116.5

85.00

0 

18 
Layan

an 

116.5

85.00

0 

21 
Layan

an 

122.4

14.25

0 

21 
Layana

n 
122.414.

250 

    

  

2 1

2 

3 2

.

0

2 

  Penyelenggaraan 

Pencatatan Sipil 

Persentase 

Penyelenggaraan 

Pencatatan Sipil 

         

50,00  
100,00 % 

75.21

9.000 
100,00 % 

99.86

4.000 
100,00 % 

101.6

07.20

0 

100,00 % 
101.607.

200 

    



 
 

VI-48 

 

Tujuan Sasaran Kode 

Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program/Kegiata

n 

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran, 

Program (outcome), 

Kegiatan (output) 

dan Sub Kegiatan 

Data 

Capai

an 

pada 

Tahu

n 

Awal 

Peren

canaa

n 

(Reali

sasi 

2022) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 

Perangkat Daerah 

Penanggungjawab 

Lokasi 

2024 2025 2026 

Kondisi Kinerja pada Akhir 

Periode Renstra Perangkat 

Daerah 

Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  

  

2 1

2 

3 2

.

0
2 

3 Koordinasi Antar 

Lembaga 

Pemerintah dan 
Lembaga Non-

Pemerintah di 

Kabupaten/Kota 

dalam Penertiban 
Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

Jumlah Laporan Hasil 

Koordinasi Antar 

Lembaga Pemerintah 
dan Lembaga 

NonPemerintah di 

Kabupaten/Kota 

dalam Penertiban 
Pelayanan Pencatatan 

Sipil  

1 1 
Lapora

n 

34.86

4.000 
1 

Lapora

n 

34.86

4.000 
1 

Lapora

n 

36.60

7.200 
1 

Lapora

n 

36.607.2

00 

    

  

2 1

2 

3 2

.

0
2 

4 Pelayanan Secara 

Aktif Pendaftaran 

Peristiwa 
Kependudukan dan 

Pencatatan 

Peristiwa Penting 

terkait Pencatatan 
Sipil 

Jumlah Laporan Hasil 

Pelayanan Secara 

Aktif Pendaftaran 
Peristiwa 

Kependudukan dan 

Pencatatan Peristiwa 

Penting Terkait 
Pencatatan Sipil  

69 35 
Lapora

n 
40.35
5.000 

40 
Lapora

n 
65.00
0.000 

45 
Lapora

n 
65.00
0.000 

45 
Lapora

n 
65.000.0

00 

    

  

2 1

2 

3 2

.

0

3 

  Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pencatatan Sipil 

Persentase 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pencatatan Sipil 

100 100,00 % 
29.03

4.500 
100,00 % 

29.03

4.500 
100,00 % 

30.48

6.225 
100,00 % 

30.486.2

25 

    

  

2 1

2 

3 2

.
0

3 

3 Supervisi Bersama 

dengan Kantor 
Kementerian yang 

Menyelenggarakan 

Urusan 

Pemerintahan di 
Bidang Agama 

Kabupaten/Kota 

dan Pengadilan 

Agama mengenai 
Pelaporan 

Pencatatan Nikah, 

Talak, Cerai, dan 

Rujuk bagi 
Penduduk yang 

Beragama Islam 

dalam rangka 

Pembangunan 
Basis Data 

Kependudukan 

terkait Pencatatan 
Sipil 

Jumlah Laporan 

Supervisi Bersama 
dengan Kantor 

Kementerian yang 

Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan 
di Bidang Agama 

Kabupaten/Kota dan 

Pengadilan Agama 

Mengenai Pelaporan 
Pencatatan Nikah, 

Talak, Cerai, dan 

Rujuk bagi Penduduk 

yang Beragama Islam 
dalam rangka 

Pembangunan Basis 

Data Kependudukan 

Terkait Pencatatan 
Sipil yang 

Dilaksanakan 

5542 2 
Lapora

n 
29.03
4.500 

2 
Lapora

n 
29.03
4.500 

2 
Lapora

n 
30.48
6.225 

2 
Lapora

n 
30.486.2

25 

    

  

3. Meningkatnya 

Ketersediaan Database 

Kependudukan berskala 

Kota 

            Persentase 

Pemanfaatan 

Database SIAK 

untuk kepentingan 

Pembangunan 

 

  

100 100 % 

             

249.0

84.62

0  

100 % 

             

261.0

99.68

0  

100 % 

              

274.1

54.66

4  

100 % 

              

274.154.

664  

    



 
 

VI-49 

 

Tujuan Sasaran Kode 

Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program/Kegiata

n 

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran, 

Program (outcome), 

Kegiatan (output) 

dan Sub Kegiatan 

Data 

Capai

an 

pada 

Tahu

n 

Awal 

Peren

canaa

n 

(Reali

sasi 

2022) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 

Perangkat Daerah 

Penanggungjawab 

Lokasi 

2024 2025 2026 

Kondisi Kinerja pada Akhir 

Periode Renstra Perangkat 

Daerah 

Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  

  

2 1

2 

4     PROGRAM 

PENGELOLAAN 

INFORMASI 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKA

N 

Persentase Jumlah 

Instansi yang  telah 

memanfaatkan Data 
Agregat 

Kependudukan 

68,75 85,00 % 

232.1

40.02

0 

85,00 % 

244.1

55.08

0 

85,00 % 

256.3

62.83

4 

85,00 % 
256.362.

834 

  

Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan 

dan Pemanfaatan Data 

  

2 1

2 

4 2

.

0

1 

  Pengumpulan 

Data 

Kependudukan 

dan Pemanfaatan 

dan Penyajian 

Database 

Kependudukan 

Persentase 

Pengumpulan Data 

Kependudukan dan 

Pemanfaatan dan 

Penyajian Database 

Kependudukan 

       

500,0

0  

100,00 % 
89.72

3.080 
100,00 % 

89.72

3.080 
100,00 % 

94.20

9.234 
100,00 % 

94.209.2

34 

  

  

2 1

2 

4 2

.

0

1 

2 Kerjasama 

Pemanfaatan Data 

Kependudukan 

Jumlah Dokumen 

Kerja Sama 

Pemanfaatan Data 

Kependudukan 

10 1 
Doku

men 

89.72

3.080 
1 

Doku

men 

89.72

3.080 
1 

Doku

men 

94.20

9.234 
1 

Dokum

en 

94.209.2

34 

  

  

2 1

2 

4 2

.

0

3 

  Penyelenggaraan 

Pengelolaan 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

Persentase 

Penyelenggaraan 

Pengelolaan 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

       

100,0

0  

100,00 % 

142.4

16.94

0 

100,00 % 

154.4

32.00

0 

100,00 % 

162.1

53.60

0 

100,00 % 
162.153.

600 

  

  

2 1
2 

4 2
.

0

3 

3 Fasilitasi terkait 
Pengelolaan 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi Pengelolaan 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 
 

  

36 4 
lapora

n 
87.98
4.940 

4 
lapora

n 

100.0

00.00

0 

4 
lapora

n 

105.0

00.00

0 

4 laporan 
105.000.

000 

  

  

2 1

2 

4 2

.

0
3 

7 Komunikasi, 

Informasi, dan 

Edukasi Kepada 
Pemangku 

Kepentingan dan 

Masyarakat 

Jumlah Dokumen 

Hasil Komunikasi, 

Informasi, dan 
Edukasi kepada 

Pemangku 

Kepentingan dan 

Masyarakat  

12 2 
Lapora

n 

54.43

2.000 
2 

Lapora

n 

54.43

2.000 
2 

Lapora

n 

57.15

3.600 
2 

Lapora

n 

57.153.6

00 

  

  

2 1

2 

5     PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PROFIL 

KEPENDUDUKA

N 

Persentase penyajian 

komponen data dalam 

profil kependudukan 100 100,00 % 
16.94

4.600 
100,00 % 

16.94

4.600 
100,00 % 

17.79

1.830 
100,00 % 

17.791.8

30 

    

  

2 1

2 

5 2

.

0

1 

  Penyusunan Profil 

Kependudukan 

Persentase 

terpenuhinya 

penyediaan buku 

profil 

       

100,0

0  

100,00 % 
16.94

4.600 
100,00 % 

16.94

4.600 
100,00 % 

17.79

1.830 
100,00 % 

17.791.8

30 

    

  

2 1

2 

5 2

.
0

1 

1 Penyediaan Data 

Kependudukan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Data 

Kependudukan 
Kabupaten/Kota  

35 1 
Doku

men 
2.136.

600 
1 

Doku
men 

2.136.
600 

1 
Doku

men 
2.243.

430 
1 

Dokum
en 

2.243.43
0 

    



 
 

VI-50 

 

Tujuan Sasaran Kode 

Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program/Kegiata

n 

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran, 

Program (outcome), 

Kegiatan (output) 

dan Sub Kegiatan 

Data 

Capai

an 

pada 

Tahu

n 

Awal 

Peren

canaa

n 

(Reali

sasi 

2022) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 

Perangkat Daerah 

Penanggungjawab 

Lokasi 

2024 2025 2026 

Kondisi Kinerja pada Akhir 

Periode Renstra Perangkat 

Daerah 

Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  

  

2 1

2 

5 2

.

0
1 

2 Penyusunan Profil 

Data 

Perkembangan dan 
Proyeksi 

kependudukan 

serta kebutuhan 

yang lain 

Jumlah  Dokumen  

Profil  Data  

Perkembangan  dan 
Proyeksi   

Kependudukan   serta   

Kebutuhan   yang 

Lain 

65 1 
Doku

men 

14.80

8.000 
1 

Doku

men 

14.80

8.000 
1 

Doku

men 

15.54

8.400 
1 

Dokum

en 

15.548.4

00 

    

    

2 1

2 

1     PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHA

N DAERAH 

KABUPATEN/ 

KOTA 

Tingkat Kepuasan 
Bidang Terhadap 

Pelayanan 

Kesekretariatan 

95 95 Nilai 
10.59

5.585.

780 

95 Nilai 
10.30

6.057.

720 

95 Nilai 
10.55

9.172.

156 

95 Nilai 

10.559.1

72.156 
  Sekretariat 

    

           

         

    

    

2 1

2 

1 2

.

0

1 

  Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat Daerah 

Persentase 

pelaksanaan 

perencanaan, 

penganggaran dan 

evaluasi kinerja 

Perangkat Daerah 

100 100 Persen 
30.72

2.900 
100 Persen 

30.72

2.900 
100 Persen 

32.25

9.045 
100 Persen 

32.259.0

45 

    

  

  

2 1
2 

1 2
.

0

1 

1 Penyusunan 
Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Jumlah     Dokumen     
Perencanaan     

Perangkat Daerah 
5 5 

Doku

men 

8.201.

900 
5 

Doku

men 

8.201.

900 
5 

Doku

men 

8.611.

995 
5 

Dokum

en 

8.611.99

5 

    

  

2 1

2 

1 2

.
0

1 

2 Koordinasi dan 

Penyusunan 
Dokumen RKA-

SKPD 

Jumlah Dokumen 

RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen RKA-
SKPD 

38 2 
Doku

men 
1.653.

000 
2 

Doku
men 

1.653.
000 

2 
Doku

men 
1.735.

650 
2 

Dokum
en 

1.735.65
0 

    

  

2 1

2 

1 2

.

0
1 

6 Koordinasi  dan  

Penyusunan  

Laporan  Capaian 
Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

 
 

 

 

  

6 5 
Lapora

n 

16.10

8.000 
5 

Lapora

n 

16.10

8.000 
5 

Lapora

n 

16.91

3.400 
5 

Lapora

n 

16.913.4

00 

    

  

2 1

2 

1 2

.

0

1 

7 Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah   Laporan   

Evaluasi   Kinerja   

Perangkat Daerah 
3 5 

Lapora

n 

4.760.

000 
5 

Lapora

n 

4.760.

000 
5 

Lapora

n 

4.998.

000 
5 

Lapora

n 

4.998.00

0 

    



 
 

VI-51 

 

Tujuan Sasaran Kode 

Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program/Kegiata

n 

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran, 

Program (outcome), 

Kegiatan (output) 

dan Sub Kegiatan 

Data 

Capai

an 

pada 

Tahu

n 

Awal 

Peren

canaa

n 

(Reali

sasi 

2022) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 

Perangkat Daerah 

Penanggungjawab 

Lokasi 

2024 2025 2026 

Kondisi Kinerja pada Akhir 

Periode Renstra Perangkat 

Daerah 

Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  

    

2 1

2 

1 2

.

0

2 

  Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

Persentase 

pemenuhan 

administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

100 100 Persen 

7.172.

613.0

00 

100 Persen 

6.753.

477.0

00 

100 Persen 

6.842.

961.6

50 

100 Persen 
6.842.96

1.650 

    

    

2 1

2 

1 2

.

0
2 

1 Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN 

Jumlah    Orang    

yang    Menerima    

Gaji    dan Tunjangan 
ASN 

12 55 
Orang/

bulan 

6.940.

920.0

00 

55 
Orang/

bulan 

6.521.

784.0

00 

55 
Orang/

bulan 

6.599.

684.0

00 

55 
Orang/

bulan 

6.599.68

4.000 
    

    

2 1

2 

1 2

.

0
2 

3 Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifika
si Keuangan SKPD 

Jumlah       Dokumen       

Penatausahaan       

dan 
Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

12 12 
Doku

men 

228.2

40.00
0 

12 
Doku

men 

228.2

40.00
0 

12 
Doku

men 

239.6

52.00
0 

12 
Dokum

en 

239.652.

000 

    

   

2 1

2 

1 2

.
0

2 

7 Koordinasi dan 

Penyusunan 
Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulana

n/Semesteran 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

dan Laporan 

Koordinasi 
Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/

Semesteran  SKPD 

4 6 
Lapora

n 

3.453.

000 
6 

Lapora

n 

3.453.

000 
6 

Lapora

n 

3.625.

650 
6 

Lapora

n 

3.625.65

0 

    

    

2 1

2 

1 2

.

0

5 

  Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Persentase 

pemenuhan 

administrasi 

kepegawaian 

perangkat daerah 

        

92,86  
100 Persen 

47.99

5.000 
100 Persen 

47.99

5.000 
100 Persen 

50.39

4.750 
100 Persen 

50.394.7

50 

    

    

2 1

2 

1 2

.

0

5 

2 Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta 

Atribut 

Kelengkapannya 

Jumlah 

dokumen/laporan 

Administrasi 

Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

92,73 55 

Doku

men/la

poran 

35.50
0.000 

55 

Doku

men/la

poran 

35.50
0.000 

55 

Doku

men/la

poran 

37.27
5.000 

55 

Dokum

en/lapo

ran 

37.275.0
00 

    

    

2 1

2 

1 2

.

0

5 

9 Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi 

Jumlah 

dokumen/laporan 

Administrasi 

Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

100 2 

Doku

men/la

poran 

12.49
5.000 

2 

Doku

men/la

poran 

12.49
5.000 

2 

Doku

men/la

poran 

13.11
9.750 

2 

Dokum

en/lapo

ran 

13.119.7
50 

    

    

2 1

2 

1 2

.

0

6 

  Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

Persentase 

pemenuhan 

administrasi umum 

perangkat daerah 

100 12 bulan 

1.321.

827.1

80 

12 bulan 

1.421.

827.1

80 

12 bulan 

1.492.

918.5

39 

12 bulan 
1.492.91

8.539 

    

    

2 1

2 

1 2

.
0

6 

1 Penyediaan 

Komponen 
Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Jumlah         Paket         

Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan    

Bangunan    Kantor    

yang Disediakan 

100 2 Paket 
11.87

3.875 
2 Paket 

11.87

3.875 
2 Paket 

12.46

7.569 
2 Paket 

12.467.5

69 

    



 
 

VI-52 

 

Tujuan Sasaran Kode 

Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program/Kegiata

n 

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran, 

Program (outcome), 

Kegiatan (output) 

dan Sub Kegiatan 

Data 

Capai

an 

pada 

Tahu

n 

Awal 

Peren

canaa

n 

(Reali

sasi 

2022) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 

Perangkat Daerah 

Penanggungjawab 

Lokasi 

2024 2025 2026 

Kondisi Kinerja pada Akhir 

Periode Renstra Perangkat 

Daerah 

Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  

    

2 1

2 

1 2

.

0
6 

2 Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah    Paket    

Peralatan dan  

Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

100 4 Paket 
1.191.
076.7

00 

4 Paket 
1.291.
076.7

00 

4 Paket 
1.355.
630.5

35 

4 Paket 
1.355.63

0.535 

    

    

2 1
2 

1 2
.

0

6 

4 Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah   Paket   
Bahan   Logistik   

Kantor   yang 

Disediakan 

100 12 Paket 
39.88

0.000 
12 Paket 

39.88

0.000 
12 Paket 

41.87

4.000 
12 Paket 

41.874.0

00 

    

    

2 1
2 

1 2
.

0

6 

5 Penyediaan Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan 

yang Disediakan 

100 1 Paket 
24.00
0.000 

1 Paket 
24.00
0.000 

1 Paket 
25.20
0.000 

1 Paket 
25.200.0

00 

    

    

2 1

2 

1 2

.

0
6 

9 Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah      Laporan      

Penyelenggaraan      

Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

100 12 
Lapora

n 

54.99

6.605 
12 

Lapora

n 

54.99

6.605 
12 

Lapora

n 

57.74

6.435 
12 

Lapora

n 

57.746.4

35 

    

  

  

2 1

2 

1 2

.

0

7 

  Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

Persentase 

penyediaan barang 

milik daerah 

penunjang urusan 

pemerintah daerah 

100 100 
 

Persen 

462.2

66.10

0 

100 
 

Persen 

462.2

66.10

0 

100 
 

Persen 

485.3

79.40

5 

100 
 

Persen 

485.379.

405 

    

    

2 1

2 

1 2

.

0

7 

1

1 

Pengadaan Sarana 

dan Prasarana 

Pendukung Gedung 

Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana 

dan Prasarana 

Pendukung Gedung  

Kantor  atau  
Bangunan  Lainnya  

yang 

Disediakan 

100 
                        

13  
Unit 

462.2

66.10
0 

                        

14  
Unit 

462.2

66.10
0 

                         

15  
Unit 

485.3

79.40
5 

                         

15  
Unit 

485.379.

405 

    

    

2 1

2 

1 2

.

0

8 

  Penyediaan Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Persentase 

penyediaan jasa 

penunjang urusan 

pemerintah daerah 

100 100 
 

Persen 

1.444.

341.6

00 

100 
 

Persen 

1.473.

949.5

40 

100 
 

Persen 

1.533.

647.7

67 

100 
 

Persen 

1.533.64

7.767 

    

    

2 1
2 

1 2
.

0

8 

1 Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat  
100 12 

Lapora

n  

26.90

0.000 
12 

Lapora

n  

26.90

0.000 
12 

Lapora

n  

28.24

5.000 
12 

Lapora

n  

28.245.0

00 

    

    

2 1
2 

1 2
.

0

8 

2 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan  

100 12 
Lapora

n  

30.40

0.000 
12 

Lapora

n  

30.40

0.000 
12 

Lapora

n  

31.92

0.000 
12 

Lapora

n  

31.920.0

00 

    

    

2 1
2 

1 2
.

0

8 

4 Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 

Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan 

100 12 
Lapora

n  

1.387.

041.6

00 

12 
Lapora

n  

1.416.

649.5

40 

12 
Lapora

n  

1.473.

482.7

67 

12 
Lapora

n  

1.473.48

2.767 
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Tujuan Sasaran Kode 

Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program/Kegiata

n 

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran, 

Program (outcome), 

Kegiatan (output) 

dan Sub Kegiatan 

Data 

Capai

an 

pada 

Tahu

n 

Awal 

Peren

canaa

n 

(Reali

sasi 

2022) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 

Perangkat Daerah 

Penanggungjawab 

Lokasi 

2024 2025 2026 

Kondisi Kinerja pada Akhir 

Periode Renstra Perangkat 

Daerah 

Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  

    

2 1

2 

1 2

.

0

9 

  Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Persentase 

pemeliharaan  

Barang  Milik  

Daerah  Penunjang 

urusan pemerintah 

daerah 

100 100 
 

Persen 

115.8

20.00

0 

100 
 

Persen 

115.8

20.00

0 

100 
 

Persen 

121.6

11.00

0 

100 
 

Persen 

121.611.

000 

    

    

2 1

2 

1 2

.

0

9 

2 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 
Pajak, dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan yang 

Dipelihara dan 
dibayarkan 

Pajak dan 

Perizinannya  

100 3 Unit 
76.65

0.000 
3 Unit 

76.65

0.000 
3 Unit 

80.48

2.500 
3 Unit 

80.482.5

00 

    

    

2 1

2 

1 2

.

0
9 

6 Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

Dipelihara 
100 30 Unit 

39.17

0.000 
30 Unit 

39.17

0.000 
30 Unit 

41.12

8.500 
30 Unit 

41.128.5

00 
    

 

       Sumber: SIPD, Tahun 2023 
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BAB VII  

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mendukung tujuan dan 

sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan   : Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik 

2. Sasaran  : Meningkatnya kualitas layanan publik 

 

Indikator kinerja OPD yang mengacu kepada sasaran tersebut adalah: 

 

Indikator 1 : Persentase Keluarga yang Memiliki KK 

Indikator 2 : Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari  yang sudah memiliki KIA 

Indikator 3  : Persentase Penduduk yang memiiki KTP 

Indikator 4 : Persentase Penduduk  yang memiliki Akta Kelahiran 

Indikator 5 : Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perceraian 

Indikator 6 : Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan 

Indikator 7 : Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian 

Indikator 8  : Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan 

Pembangunan 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel VII.1 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 

        Sumber Data: Sekretariat, 2023

Kondisi Kinerja pada 

awal periode RPD

Tahun 2022 2024 2025 2026

1 3 4 5 6 7

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

1 Persentase  Keluarga yang Memiliki KK 99,81 99 99,1 99,2 99,2

2
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah 

memiliki KIA
48,02 60 70 80 80

3 Persentase Penduduk yang memiliki KTP 101,12 95 96 97 97

4 Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 99,98 98 98,25 98,5 98,5

5 Persentase  Penduduk yang memiliki Akte Cerai 44,14 40 42,5 45 45

6 Persentase  Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan 99,78 60 62,5 65 65

7
Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta 

Kematian
99,15 40 42,5 45 45

8
Persentase  Pemanfaatan Database SIAK untuk 

kepentingan Pembangunan
68,75 100 100 100 100

2

No
Target Capaian Setiap Tahun (%) Kondisi Kinerja pada akhir periode 

RPD (%)
Indikator
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak 

Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Kota 

Pontianak Tahun 2024-2026. Secara umum, isi dokumen ini merupakan rangkaian rencana 

tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.  

Rencana strategis mengandung sasaran, kebijakan dan program yang harus 

diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. 

Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) 

yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 

lima tahunan. 

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, 

penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan 

perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup kota. Akhirnya 

dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 

2024-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.  

 

 

WALI KOTA PONTIANAK, 

 

 

EDI RUSDI KAMTONO 

 


